
ELAgrrgrrAg Magister llmu Ekonoml 
Fakultaa Ekonoml dan Bianis 
Un~MJiaram 

!}unr.a{ !Ekonmni Pem6antJunan 

• 
Info Artikel 

Kala Kunci: 
Kapasitas fiskal, 
Kebutuhan fiskal, 
Derajat desentralisasi, 
Rasia kemandirian 

Jaumal homepaee: WlliW..elaSt.lsilas...........n.ac.ld 

Disparitas antara Kebutuban dan Kapasitas Fiskal Daerab 
Kabupaten Lombok Tunur Taboo 2011-2016 

Pujawati1
, Hailuddin Bd1

• dan Eka Agustiani1 

lfakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram 
*email korespondensi: feryanlin@yahoo.co.id 

ABSTRAK 

Penelitian ten tang Disparitas antara Kebutuhan dan Kapasitas 
Fiskal Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011-2016, 
bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan kapasitas fiskal 
Kabupaten Lombok Timur dalam memenuhi pembangunan 
daerahnya. }enis penelitian yang digunakan adalah deskriftif 
kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh 
melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Selanjutnya data 
dianalisis dengan perhitungan kapasitas fiskal, derajat 
desentralisasi, rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan 
kebutuhan fiskal. 

Hasil pcnclitian menunjukkan bahwa Fiscal Capasity Lombok 
Timur selama 6 tahun menunjukkan kondisi yang fluktuatif 
namun cenderung menurun. Hal ini mencerminkan kemampuan 
keuangan yang semakin berkuran~ artinya Lombok Timur masih 
belum dapat meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh 
sumber keuangan. Ini semua terlihat dari rasio kemandiriannya 
yang termasuk dalam kategori kurang mandiri, rasio 
ketergantungannya masih sangat tinggi pada bantuan dana 
pemerintah pusat, serta kebutuhan fiskal daerah yang terus 
mengalami peningkatan tiap tahun. Dengan hasil analisis 
tersebut, pemerintah daerah mesti terus konsisten menggali 
sumber-sumber fiskal yang dimiliki, terutama yang terkait 
dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi 
keberlangsungan pembangunan daerah dan mengurangi tingkat 
ketergantungan pada pemerintah pusat. 

I. PENDAHULUAN yang perumusan dan pelaksanaannya tetap 
berpegang pada tujuan pernbangunan 
daerah (Mardiasmo, 2002: 221 ). Pembangunan daerah merupakan upaya 

terpadu yang menggabungkan beberapa 
dimensi kebijakan dari seluruh sektor yang 
ada. Tujuan pembangunan daerah adalah 
mewujudkan masyarak.at yang damai, 
demokratis, berkeadilan, berdaya saing, 
maju dan sejahtera. Sedangkan 
pembangunan ekonomi adalah 
pembangunan daerah disektor ekonomi 

Setelah realisasi otonorni daerah, 
pernerintah pusat rnemberikan wewenang 
kepada daerah untuk merencanakan dan 
melaksanakan pernbangunan daerahnya 
masing-rnasing sesuai dengan apa yang 
rnereka kehendak:i, dan pernerintah pusat 
ak:an rnernbantu dan memelihara kegiatan
kegiatan yang tidak mungkin di laksanak:an 
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Peneutian tentang Disparitas antara kebutUfiaii dan Kapasitas 
Fiskal Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011-2016, 
bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan kapasitas fiskal 
Kabupaten Lombok Timur dalam memenuhi pembangunan 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fiscal Capasity Lombok 
Timur selama 6 tahun menun}ukkan kondisi yang fluktu.atif 
namun cenderung menurun. Hal ini mencerminkan kemampuan 
keuangan yang semakin berkurang, artinya Lombok Timur masih 
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ketergantungannya masih sangat tinggi pada bantuan dana 
pemerintah pusat, serta kebutuhan fiskal daerah yang terus 
mengalami peningkatan tiap tahun. Dengan hasil analisis 
tersebut, pemerintah daerah mesti terus konsisten menggali 
sumber-sumber fiskal yang dimiliki, terutama yang terkait 
dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi 
keberlangsungan pembangunan daerah dan mengurangi tingkat 
ketergantungan pada pemerintah pusat. 

II 

I. PENDAHULUAN yang perumusan dan pelaksanaannya tetap 
berpegang pada tujuan pernbangunan 
daerah (Mardiasmo, 2002: 221 ). Pembangunan daerah merupakan upaya 

terpadu yang menggabungkan beberapa 
dimensi kebijakan dari seluruh sektor yang 
ada. Tujuan pembangunan daerah adalah 
mewujudkan masyarakat yang damai, 
de~okratis, berkeadilan, berdaya saing, 
maju dan sejahtera. Sedangkan 
pembangunan ekonomi adalah 
pembangunan daerah disektor ekonomi 
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Setelah realisasi otonomi daerah, 
pemerintah pusat memberikan wewenang 
kepada daerah untuk merencanakan dan 
melaksanakan pembangunan daerahnya 
rnasing-masing sesuai dengan apa yang 
mereka kehendaki, dan pemerintah pusat 
akan membantu dan memelihara kegiatan
kegiatan yang tidak mungkin di laksanakan 
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mempercepat pembangunan didaerah. 
Semakin tinggi tingkat kemandirian 
keuangan maka daerah dapat memberikan 
pelayanan publik yang lebih berkualitas, 
melakukan investasi pembangunan jangka 
panjang dan sebagainya (Mahmudi, 2016: 
134). 
2). Kebutuhan Fiskal 

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang 
dibutuhkan manusia untuk 
mempertahankan hidup serta untuk 
memperoleh kesejahteraan dan 
kenyamanan. Kemudian kebutuhan fiskal 
daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004, merupakan kebutuhan 
pendanaan daerah untuk melaksanakan 
fungsi layanan dasar umum. Untuk 
membiayai kebuiuhan keuangan 
(kebutuhan fiskal) yang tidak dapat 
dipenuhi oleh suatu daerah. disini 
pemerintah pusat memberikan bantuan 
dalam bentuk dana perimbangan. 

Daml 9eti_mhangan_ di_amx datam_ 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang perimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan 
keuangan antara pemerintah pusat dan 
daerah serta pemerataan antar daerah secara 
proporsional. demokratis. adil dan 
transparan dengan memperhatikan potensi, 
kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan 
dengan kewaiihan dan nemhagian ____ ......,;;'____ ---.' -... ------- ------ .._- ----- --~-----

kewenangan serta tata cara 
penyelenggaraan kewenangan tersebut, 
termasuk !}eng_eloaan dan peng_awasan 
keuangannya (Mardiasmo, 2002: 132). 

Kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal 
dapat diukur dengan menggunakan 
pendekatan sebagai berikut (Chodariyanti, 
2015:680): 
a. Kapasitas Fiskal. menggambarkan 

kemampuan perekonomian daerah 
dalam menghasilkan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) guna membiayai 
daerahnya sendiri. · 

b. Derajat Desentralisasi, dihitung 
berdasarkan perbandingan antara jumlah 
PAD dengan total penerimaan daerah. 
Rasio ini menunjukkan derajat 
kontribusi PAD terhadap total 
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penerimaan daerah. Semakin tinggi 
kontribusi PAD, maka semakin tinggi 
kemampuan pemerintah daerah dalam 
penyelenggaraan desentralisasi. 

c. Rasio Kemandirian, dihitung dengan 
cara membandingkan jumlah 
penerimaan PAD dibagi dengan jumlah 
bantuan dana dari pemerintah pusat 
dalam bentuk dana perimbangan. 
Semakin tinggi angka rasio ini 
menunjukkan pamerintah daerah 
semakin tinggi kemandirian keuangan 
daerahnya . 

d. Rasio Ketergantungan. dihitung dengan 
cara membandingkan jumlah 
pendapatan transfer yang diterima oleh 
daerah dengan total penerimaan daerah. 
Semakin tinggi rasio ini maka semakin 
besar tingkat ketergantungan pemerintah 
daerah terhadap pemerintah pusat 
dan/atau pemerintah provinsi. 

e. Kebutuhan fiskal, yaitu mengukur 
seberana besar kebutuhan nendanaan 
~-- --- .. ---· ------ --------------- ..;:- --------------
daerah untuk melaksanakan fungsi 
pelayanan dasar umum. Semakin tinggi 
indeks. maka kebutuhan fiskal suatu 
daerah semakin besar. 

III. METODOLOGI 
1. Jenis Penelitian dan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriftif kuantita.tif untuk menggamharkan 
----------- --~------·-····-- ----·-·-- ____ _.__... •• ...,_, _______ _,_ --<-, 

kapasitas fiskal, kebutuhan fiskal dan 
kemampuan keuangan pada suatu daerah. 
P~nd~katan kuantitatifnya m~u~atkan 
perhatian pada gejala-gejala yang 
mempunyai karakteristik tertentu didalam 
kehidupan manusia, yang disebut sebagai 
variabel (Sujarweni, 2014: 11). 

Penelitian dilakukan di Kabupaten 
Lombok Timur. dengan pertimbangan 
bahwa penerimaan dana perimbangan 
daerah ini paling besar selama tahun 2011-
2016 dibandingkan dengan kabupaten/kQta 
yang lain di Provinsi NTB. Selain itu jumlah 
penduduknya yang paling besar dengan 
angka kemiskinannya masih besar, dan IPM 
yang masih rendah. 

Pengumpulan data dilakukan dengan 
dokumentasi dan studi kepustakaan. Jenis 
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datanya adalah data sekunder, antaranya; 
a)Data Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD), b) Data Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB), dane) Datajumlah 
penduduk. 

Beberapa variabel yang berkaitan dengan 
penelitian ini antaranya adalah: 
1 ). Kapasitas Fiskal, yang berkaitan dengan 

PDRB dan jumlah penduduk. 
2). Derajat Desentralisasi, berkaitan dengan 

PAD dan Total Pendapatan Daerah 
{TPD). 

3). Rasio Kemandirian, berkaitan dengan 
PAD dan Dana perimbangan. 

4). Rasio Ketergantungan, berkaitan 
dengan Pendapatan Transfer ( dari pusat 
dan provinsi), dan TPD. 

5). Kebutuhan: Fiskal, berkaitan dengan 
jumlah penduduk dan Belanja Daerah 
(Belanja Tidak Langsung dan Belanja 
Langsung). 

2. Analisis Data 
Beberapa alat analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini antaranya: 

1. Kapasitas Fiskal 
Untuk menggambarkan kemampuan 

perekonomian daerah dalam menghasilkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin 
tinggi nilainya, maka kapasitas fiskal suatu 
daerah semakin baik. Formulanya 
(Reksohadiprodjo, 2013: 156) adalah; 

FC = 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)/ .L Penduduk 

Kapasitas Fiskal Standar (KFs) 

xlOO 
KFs = l:PDRB/Penduduk 

.L Kecamatan 

Keterangan: 
FC =Fiscal Capasity (kapasitas fiskal) 
PDRB = Produk Domestik Regional Bruto 
KFs = Kapasitas Fiskal Standar 

2. Derajat Desentralisasi 
Derajat desentralisasi dihitung 

berdasarkan perbandingan antara jumlah 
PAD dengan total penerimaan daerah. 
Semakin tinggi kontribusi PAD maka 
semakin tinggi kemampuan pemerintah 
daerah dalam penyelenggaraan 
desentralisasi (Mahmudi, 2017: 140). Rasio 
ini dinnnuskan sebagai berikut: 
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-' 

Rasio Desentralisasi = 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) X lOO 

Total Pendapatan Daerah (TPD) 

label 1. Kntena l'emJatan 1 $t 1Jesentral!S3Sl 

No PrMellt-PAD terhadap TPD Tinl!bt Desentratiml 
I 0,00-10,00 San!lat KUI'8lllt 
2 10,01 -20,00 Kurana 
3 2(),01-30,00 Sedang 
4 30,01 - 4D,OO Cukup 

5 40,01 - 50,00 Baik 
6 >50,00 SangatBaik 

Sumber: T1111litbang Depdagri 

3. Rasio Kemandirian 
Rasio kemandirian dihitung derrgan cara 

membandingkan jumlah penerimaan PAD 
dengan dana perimbangan. Semakin tinggi 
angka rasio ini menunjukkan pamerintah 
daerah makin mandiri keuangannya 
(Mahmudi, 2016: 140). Formula 
perhitungannya; 
Rasio kemandirian daerah = 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) X 

100 
Dana Perimbangan (DP) 

Tabd 2. Krit~ria Pcnittian Kcmarnlirian Kcuan)!an Dacrah 
1\o 1'uoi 1'.\0 paola llaoa P~aa llll!lbl K<maudiri111 K<tl.lla•nh 

I U.OO - W.OU Sanl!'l( Kurdt>g 

-t~--------~1~-i~i-----~-------~~~- -----
>50.00 S:mvat llaik 

.'ilfmht.·r · Tio:lilhtmp. IJqH/ar<r< 

4. Rasio Ketergantungan 
Rasio ketergantungan keuangan daerah 

dihitung dengan cara membandingkan 
jumlah pendapatan transfer yang diterima 
daerah dengan total penerimaan daerah. 
Semakin tinggi rasio ini maka semakin 
besar tingkat ketergantungan pemerintah 
daerah terhadap dana transfer (Mahmudi, 
2017: 140). Rasio ini dirumuskan sebagai 
berikut: 
Rasio Ketergantungan Keuangan 

D ah 
Pendapatan Transfer (PT) 

aer = x 
TDtal Pendapatan Daerah (TPD) 

100 

Tabel3. Kriteria Penilardn Ketergan!llllgan Kcuangan D&..'fllh 
.... I p............., p f lffhadap fPIJ 1 lillldrn KrterpniUDI:IIR 

I I !tOO 10.(1() I S:mil"t Rmdah 
10.01 )tOO t R.'fldah 
20.1!1 3tlJ)() 
){J.OI 4\l.tlO 

-4!1.01 <OJ)(l 

>50 .lXI 

'i&mf>er Tim Lli/:af111 flqi<it•gr: 

5. Kebutuhan fiskal 

Sc.Lmg 
Cullll' 
ringgf 

San~t Tinggi 
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Kebutuhan fiskal yaitu mengukur 
kebutuhan pendanaan daerah untuk 
melaksanakan fungsi pelayanan dasar 
umum. Semakin tinggi indeks, maka 
kebutuhan fiskal suatu daerah semakin 
besar (Chodariyanti, 2015: 680). dengan 
formula (Reksohadiprodjo, 2013: 155). 

IPP = 
Pengeluaran Aktual per Kapita untuk jasa-jasa Publlk (PPP) X l OO 

Standar Kebutuhan Fiskal Daerah (SKI') 

SKF = 
lumlah Pengeluaran Daerah/jumlah penduduk 

L:Kecamatan 
Keterangan: 
TPP = Indeks Pelayanan Publik perkapita 
PPP = Jumlah pengeluaran rutin dan 
pembangunan daerah 
SKF = Standar Kebutuhan Fiskal 

IV. HASIL PENELITIAN 
1. Deskripsi Daerah Penelitian 

Kabupaten Lombok Timur merupakan 
salah satu kabupaten dari sepuluh 
kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara 
Barat, dengan luas wilayah 2.679,88 km2, 

(daratan 59,91% dan lautan 40,09%). 
Dengan luas tersebut Lombok Timur dihuni 
oleh 1.173.781 jiwa dengan kepaatan rata-rata 
731 jiwal km2• (BPS Lombok Timur 2016). 
Secara administratif Kabupaten Lombok 
Timur terdiri dari 20 Kecamatan 254 
desalkelurahan dengan batas administrasi 
sebagai berikut: Sebelah Utara, Laut Jawa; 
Sebelah Selatan, Samudra Indonesia, Sebelah 
Barat, Kab. Lombok Tengah dan Kab. 
Lombok Utara, dan Sebelah Timur, Selat 
Alas. 

Perekonomian Lombok Timur masih 
didominasi oleh sektor pertanian, 
kehutanan dan perikanan sebagai sumber 
pendapatan daerah dan mata pencaharian 
penduduk. 
2. Perkembangan Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Lombok 
Timur. 
A. Perkembangan Pendapatan. 

Pendapatan daerah Kabupaten Lombok 
Timur terdiri dari PAD, pendapatan trasfer 
dan lain-lain pendapatan yang sah. 
Pendapatan transfer yang diterima meliputi 
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pendapatan transfer dari pemerintah pusat 
dan pendapatan transfer dari pemerintah 
provinsi. Berikut adalah realisasi 
Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok 
Timur selama 6 tahun: 

Secara total pendapatan daerah 
Kabupaten Lombok Timur enam tahun 
terakhir mengalami peningkatan yang 
cukup berarti tiap tahunnya. Tahun 2011 
total pendapatan Lombok Timur mencapai 
Rp.I.l27.344.940.000,- Namun pada tahun 
2016 sudah mencapai 
Rp.2.223.806.970.000,- atau terjadi 
peningkatan rata-rata sebesar 14,63 persen 
pertahun. 

Peningkatan pendapatan pada tahun
tahun yang bersangkutan disebabkan oleh 
semakin meningkatnya pendapatan daerah 
dari komponen dana perimbangan dan 
pendapatan asli daerah. Namun dari ketiga 
komponen tersebut, lain-lain pendapatan 
yang sah mengalami fluktuasi selama 2011-
2016. Hal ini terjadi karena pemerintah 
daerah pada tahun tersebut tidak 
mendapatkan pendapatan dana hibah dan 
dana darurat. 

Dari data tersebut terlihat jelas bahwa 
kontribusi yang besar untuk mendanai 
kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi masih berasal • 
dari APBN baik dalam bentuk dana bagi 
basil, dana alokasi umum, dan dana alokasi 
khusus. Hal ini mencemiinkan Kabupaten 
Lombok Timur masih sangat tergantung 
bantuan dana dari pemerintah pusat. Dengan 
keadaan tersebut maka dana yang ada sudah 
semestinya dapat dijadikan sebagai dasar 
bagi pemerintah daerah untuk melakukan 
berbagai upaya yang lebih maju dan nyata 
guna meningkatkan pendapatan daerah 
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terutama pada pendapatan asli daerah 
(PAD) Kabupaten Lombok Timur. 
B. Perkembangan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). 

Pendapatan Asli Daerah adalah 
pendapatan yang diperoleh daerah yang 
dipungut berdasarkan peraturan daerah, 
terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli 
Daerah yang Sah. Perkembangan realisasi 
PAD Lombok Timur selama 6 tahun sebagai 
berikut: 

"land'" lk;di~"; P"\ll K:dmpaM1 Lomlx>l limur lahun :!Ill i-101njRlljliahl 
'\CJ rablul P..ljal. RdriJW IbN Pm:,doban l.a.i:llllf'_\0 Ml<dl f.\D 

Kl:l.ll_,aaR U:amd1 ; piiJI.\3 • 
· --~=;_~.,::J,.:r:- _~.;_!~.'~l.ol_r'l,1 :::r.~~-~w::.s•c · -~ ·.;luiJ;:u ;-<tolt:•~:::JHI::ll 

~- _:~-!':~~-~K,i} ~~~ ~--. ~~~~- ;\~~~-i~~ -~;~~~~f.(-_;-~~~~~~--~!-~~-~- -~~~ 6N~!~i~-
-~~-~-~i.~~-~-~:: ___ ~~~~!...:!~-~~~1 __ ~'l~~-!.-·:r:_!~~-+---~_:~~-~,~~!lf! ·h-':~ ~;)_?_~~!~~?~. 
:'.(,tn-1~)Jtl::, ~:.~~4W.16J- ;:;:l;l>~-;.''f,;m:.; · L\.:').-'~li~'il :~~·~~:'ibl£.11 

-::.' ;;u~"tl;,.:,l"P ~i!-.1' ~..fl>~!ltl- ~'-"'J\!~o<:JIK~ • ~~.;.1:""'~'!11'.11·::.1>·-r_..'!•<Hl.f,':& 
:-l).t. · ~ l'i!.'t'.:HII!r! · ~fJ~.Il"!!J~~" :•lt~P .......... m, : -16 '-11, ~~11 1 ~~ :.r:- n~r,71~ 

.\{.if!lh.:r.l'I'V'J..\1).{ l:alnJtNikll Lo!~l>rli lifJU!r 1/J:/Ia u'ilifutu 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa 
gambaran mengenai perkembangan PAD 
selama enam tahun terakhir cendeflltlg 
meningkat. Tahun 2011 realisasi PAD 
sebesar Rp.56.005.500.000,- dan meningkat 
menjadi Rp.236.147.470.000,- pada tahun 
2016, a tau terjadi peningkatan rata-rata 
sebesar 46,074 persen pertahun, meskipun 
terjadi penurunan tahun 2013. Penurunan ini 
disebabkan penerimaan lain-lain yang sah 
(pendapatan hibah dan pendapatan darurat) 
yang relatifkeci (hanya Rp.8.844.170.000,
) namun komponen PAD yang lain tetap 
mengalami peningkatan setiap tahunnya, 
dan pada tahun berikutnya secara berturut
turut meningkat lagi. 
C. Perkembangan Belanja Daerah 

Pendapatan daerah sebagaimana 
dijelaskan diatas, selanjutnya dialokasikan 
dalam bentuk belanja daerah yang terbagi 
dalam belanja tidak langsung dan belanja 
langsung. Realisasi belanja tidak langsung 
dan belanja langsung Lombok Timur selama 
masa kajian dapat dilihat pada tabel berikut: 

Pujawati, et al 

T abel6. Realisasi Bela:!!ia Daerah Lombok Timur 2011-2016 IRur 
No Tallon Belanla Tidak Lantsu112 BeiiDia L81U!511Dl! Total Belania Daerab 
1 2011 914.349.680.000 168.795.640.000 !.083.145.320.000 
2 2012 914.921.260.000 185.134.020.000 !.160.055.280.000 
3 2013 1.107 249.210.000 217.813.290.000 1.325.062.500.000 
4 2014 !.177.600.140.000 446.683.340.000 1.624.283.480.000 . 
5 2015 1.189.984.450.000 469.315.930.000 !.659.300.380.000 ! 

6 2016 1.492274.080.000 747.566.260.000 2239.840.340.000 
Sumber: BPS KabupateR Lombok Tunur. 

Berdasarkan data realisasi diatas dapat 
disimpulkan bahwa total belanja daerah 
pada setiap tahunnya mengalami 
peningkatan sejak tahun 2011. Dari nilai 
Rp.1.083.l45.320.000,- pada tahun 2011 
menjadi Rp.2.239.840.340.000,- tahun 
2016 dengan rata-rata peningkatan sebesar 
16,209 persen pertahun. Dari kedua 
komponen belanja daerah diatas, realisasi 
belanja tidak: langsung lebih besar dari 
komponen belanja langsung. Hal ini 
disebabkan karena sudah umum terjadi di 
daerah-daerah bahwa belanja tidak 
langsung lebih banyak untuk kebutuhan 
pegawai seperti untuk belanja pegawai, 
belanja barang, belanja bantuan keuangan 
dan belanja sosial. 
D. Perkembangan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) 
PDRB merupakan total nilai produksi 

barang dan jasa pada suatu daerah dalam 
periode tertentu. Nilai PDRB ini dapat 
jadikan sebagai indikator untuk melihat 
kondisi perekonomian pada suatu daerah. 
Perhitungan PDRB dapat dilakukan 
dengan 2 cara, yaitu atas dasar harga 
(ADH) berlaku, dan atas dasar harga 
(ADH) konstan. PDRB atas dasar harga 
berlaku menggambarkan nilai tambah 
barang dan jaslf yang dihitung 
menggunakan harga pada tahun berjalan, 
sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 
menunjukkan nilai tambah barang dan jasa 
dihitung berdasarkan harga pada satu tahun 
tertentu sebagai tahun dasar. Untuk 
mengetahui pertumbuhan ekonomi secara 
riil dari tahun ketahun atau pertumbuhan 
ekonomi yang tidak dipengaruhi faktor 
harga, maka digunakan PDRB atas dasar 
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punya prospek antaranya sektor 
pertanian dan kelautan, pariwisata, 
pemberdayaan UMK.M, dan sektor jasa 
umumnya. 

2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi 
pengelolaan keuangan sehingga 
alokasinya tepat guna dan untuk 
mengurangi kebocoran anggaran. 
Perencanaan belanja (pengeluaran) juga 
hams diarahkan untuk kegiatan 
produktif yang dapat meningk.atkan 
nilai tambah ekonomi. 

3. Pemda juga perlu terns melakukan 
reformasi birokrasi dalam upaya 
peningkatan pelayanan dan transfaransi, 
sehingga memudahkan para investor 
untuk berusaha di Lombok Timur. 
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